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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu prinsip demokrasi adalah keterbukaan (transparancy). pemerintah 

saat ini sangat sulit untuk tidak memenuhi tuntutan masyarakat dalam suasana 

kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini di lakukan atas dasar 

pemikiran bahwa pemerintah yang terbuka memiliki nilai-nilai demokrasi yang 

mengharuskan Pemerintah untuk mampu mereformasi diri seiring  makin 

besarnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi atas kebijakan yang 

menyangkut kepentingan banyak orang.
1
 

Salah satu media penyedia informasi yang dapat di akses dengan mudah saat 

ini adalah situs website. Situs web membuat informasi, komunikasi dan transaksi 

antara masyarakat dengan pemerintah menjadi mudah. Beberapa manfaat yang di 

dapat antara lain, proses komunikasi dalam sistem administrasi dapat berlangsung 

secara cepat tidak lagi dalam hitungan mingguan dan harian melainkan hitungan 

jam saja. Serta informasi dapat dicari dimanapun dan kapanpun tanpa harus 

datang ketempat secara langsung. 

Kemajuan tekhnologi komunikasi dan informasi tidak bisa dikendalikan oleh 

penguasa, sebagaimana Thomas Friedman menyebutkan “ everyone is connected 

but not one is in control”.
2
 Semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di 

Indonesia membuat pemerintah harus ikut menyesuaikan dengan kemajuan saat 

                                                           
1
 Cangara Hafied, Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi  (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2016),  Hlm. 63. 
2
Ibid, Hlm. 56. 
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ini. Pemerintah harus sudah siap memberikan informasi dan pelayanan publik 

yang cepat dan mudah dengan memanfaatkan kemajuan tekhnologi informasi. 

Pemerintah di Indonesia sendiri telah mendorong pemanfaatan media internet 

melalui Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang  kebijakan dan strategi 

pengembangan E-government, yang mengamanatkan setiap lembaga negara untuk  

membangun website guna mengembangkan E-government  sebagai upaya untuk 

penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka 

meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. 

Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 

juga mendukung terpenuhinya hak-hak publik  dalam memperoleh informasi yang 

transparan, yang mana dalam salah satu asasnya setiap informasi publik harus 

dapat diperoleh pemohon dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang 

sederhana. Hal ini mengandung arti bahwa badan publik harus menyediakan 

sarana dan prasarana yang memadai agar masyarakat dapat mengakses informasi 

publik sesuai dengan asas tersebut. Salah satu pilihan yang banyak dilakukan oleh 

badan publik di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi, 

kabupaten/kota adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

melalui jaringan internet dengan memanfaatkan media website. 
3
 

Asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia (APJII). Mencatat angka 

pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia selama  periode maret hingga april 

2019 dari total populasi 264 juta jiwa penduduk Indonesia , ada sebanyak 171,17 

juta jiwa  atau sekitar 64,8% Yang sudah dapat mengakses internet.  Penetrasi 

                                                           
3
 Daru Nupikso, “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Website Pemerintah 

Daerah,” jurnal Iptek-Koml Volume, 17, Nomor  2 (2015), Hlm. 113. 
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internet terbesar  ada pada pulau  jawa yaitu 55% sementara sumatera menduduki 

posisi kedua yaitu 21%.
4
 Pada awal tahun 2021 pengguna internet di indonesia 

menurut platform manajemen media sosial Hootsuite. Pada awal tahun 2021 

sebanyak 202,6 juta jiwa atau sekitar 73,7% yang sudah dapat mengakses internet. 

Dari tahun 2019 sampai awal tahun ini mengalami kenaikan 8.9%. 

Pemerintah provinsi Jambi secara legal-formal telah melaksanakan 

transparansi karena sudah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 

Tahun 2014 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. Setiap Badan Publik Provinsi Jambi wajib mengumumkan beberapa jenis 

informasi publik yang dapat diakses oleh pemohon informasi secara cepat, mudah 

dan murah secara berkala. Adapun informasi publik yang „wajib‟ disediakan dan 

dimumkan secara „berkala‟ diatur dalam pasal 10 antara lain: 

a) Perencanaan, kebijakan, pelaksanaan program pemerintah yang dibiayai 

oleh APBD, dan/atau APBN, dan/atau masyarakat. 

b) Kegiatan dan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah. 

c) Proses, penetapan, substansi, penggunaan dan pertanggungjawaban 

APBD. 

d) Pelaksanaan APBN dalam rangka tugas perbantuan. 

e) Kesepakatan dan komitmen kerjasama kemitraan, dengan badan usaha 

swasta, badan usaha asing dan/atau sejenisnya dalam rangka investasi 

pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya daerah. 

                                                           
4
 Yudha Pratomo “ APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa 

", https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di 

indonesia-tembus-171-juta-jiwa. (Diakses pada 24 Januari 2020, Pukul 21.10 Wib) 

 

https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di%20indonesia-tembus-171-juta-jiwa
https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di%20indonesia-tembus-171-juta-jiwa
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f) Produk peraturan daerah, peraturan Gubernur, peraturan DPRD, dan/atau 

keputusan DPRD. 

g) Pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

h) Laporan Keuangan Daerah. 

i) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ). 

j) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). 

k) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD). 

l) Informasi publik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Provinsi jambi saat ini memang berada dalam wilayah pulau nomor 2 

penetrasi internet terbesar di Indonesia akan tetapi hal itu tidak seimbang dengan 

prestasi keterbukaan informasinya. Saat ini Provinsi Jambi menduduki  urutan 26 

dari 34 provinsi di Indonesia dalam keterbukaan informasi publik.
5
 Hal ini secara 

jelas menunjukkan bahwa dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk 

mendapatkan akses  informasi  yang transparan tentang jalannya Pemerintahan 

Provinsi Jambi bisa dikatakan belum maksimal. 

Kabupaten Muaro Jambi Juga mendukung jalannya tata kelola pemerintahan 

yang transparan hal itu dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Muaro 

Jambi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan 

Informatika. E- Government adalah pemanfaatan teknologi dalam proses 

manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transaparansi 

dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 4 menjelaskan tujuan 

pengaturan penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah :  

                                                           
5
 Rina “Jambi Sempat di Urutan 26 Tingkat Keterbukaan Informasi Publik” 

https://metrojambi.com/read/2019/11/14/48831/jambi-sempat-di-urutan-26-tingkat-keterbukaan-

informasi-publik ( Diakses pada 24 Januari 2020, Pukul 20.56 Wib) 

https://metrojambi.com/read/2019/11/14/48831/jambi-sempat-di-urutan-26-tingkat-keterbukaan-informasi-publik
https://metrojambi.com/read/2019/11/14/48831/jambi-sempat-di-urutan-26-tingkat-keterbukaan-informasi-publik
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a) Meningkatkan pelayanan publik., 

b) Tersedianya pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi., 

c) Menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana penyusunan 

kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik dengan 

menggunakan teknologi komunikasi dan informatika., dan 

d) Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

komunikasi dan informatika. 

Dalam pengelolaan situs website pemerintah daerah kabupaten muaro jambi 

belum tercipta secara maksimal tata kelola pemerintahan yang transparan.  Hal ini 

bisa terlihat jelas ketika menelusuri Situs Website Pemerintah Daerah Kabupaten 

Muaro Jambi. Jika di bandingkan dengan dua daerah administrasi terdekat seperti 

Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi Kualitas informasi dan akses informasi 

pada situs Website Kabupaten Muaro Jambi sangat jauh berbeda. 

Untuk melihat perbandingan kualitas situs Website pemerintah daerah 

Kabupaten Muaro Jambi, maka penulis telah membuat tabel  perbandingan isi 

situs Website yang dapat dinilai melalui Panduan Penyelenggaraan Situs badan 

pemerintahan yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi 

(KOMINFO) pada tahun 2017 . Portal Web dan/atau Situs Web Badan 

Pemerintahan sekurang-kurangnya memiliki konten meliputi: 

a. Profil Badan Pemerintahan; 

b. Narasi Tunggal terkait dengan Kebijakan dan Program Prioritas 

Pemerintah sesuai arahan Presiden; 
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c. Kebijakan dan Produk Hukum Badan Pemerintahan; 

d. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lembaga Badan Pemerintahan; 

e. Profil Layanan Publik pada Badan Pemerintahan; 

f. Layanan Aspirasi dan Pengaduan; 

g. Akun resmi Media Sosial Badan Pemerintahan; dan 

h. Kontak Pengelola Situs Web. 

Selain itu dari sudut Hukum Tata Negara  dan Adminstrasi Negara, 

informasi-informasi produk hukum dan kebijakan administrasi yang di anggap 

penting untuk dikomputerisasikan dan dikembangkan sebagai bahan  dalam 

rangka komunikasi dan telekomunikasi elektronis, minimal adalah sebagai 

berikut.
6
 

1. Produk-produk peraturan tertulis yang dikeluarkan dan ditetapkan ataupun 

yang dijadikan dasar kebijakan yang diambil 

2. Tindakan-tindakan administrasi yang di ambil oleh pejabat yang    

bersangkutan yang dituangkan dalam bentuk bentuk tertulis. 

3. Rumusan-rumusan program dan kebijakan-kebijaka publik yang di jadika 

pegangan bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan 

oleh pejabat publik yang bersangkutan. 

4. Informasi dan data personalia sebagai aparat pelayanan public yang 

terlibat  dalam system administrasi kenegaraan dalam pemerintahan  pada 

level yang  bersangkutan. 

 

                                                           
6
 Jimly Asshiddiqie,  Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi  (Jakarta Timur: Sinar 

Grafika, 2015),  Hlm. 159. 
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Tabel 1.1 

Perbandingan konten minimal pada website pemerintahan Daerah 

Konten Minimal Kota Jambi Tanjabtim Muaro Jambi 

Profil Badan Pemerintahan Tersedia Tersedia Tersedia 

Narasi Tunggal Tersedia Tersedia Tersedia 

Kebijakan dan Produk 

Hukum 

Tersedia Tersedia Tidak lengkap 

Pelaksanaan Program dan 

Kegiatan Lembaga 

Tersedia Tersedia Tersedia 

Profil Layanan Publik pada 

Badan Pemerintahan 

Tersedia Tersedia Tersedia 

Layanan Aspirasi dan 

Pengaduan 

Tersedia Tersedia 

Belum 

maksimal 

Akun resmi Media Sosial 

Badan Pemerintahan 

Lengkap Tersedia 

Tidak bisa 

diakses 

Kontak Pengelola Situs 

Web 

Tersedia Tersedia Tersedia 

 

Pada situs website  pemerintah Kota Jambi terdapat fitur khusus mengenai 

Transparansi Pengelolaan Keuangan daerah serta pada Tanjung Jabung Timur 

juga memiliki fitur khusus mengenai Transparansi anggaran, sedangkan pada situs 
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website pemerintah daerah muaro jambi tidak tersedia fitur  mengenai transparansi 

anggaran. 

Layanan aspirasi pengaduan telah terdapat layanan pengaduan yaitu dengan 

di buatnya sistem pengaduan melalui E-Kadu . Untuk  mengakses cukup mudah 

dilakukan namun dari segi keefektifan E-kadu belum berfumgsi dengan baik, 

karena sebagai layanan aspirasi pengaduan tidak ada komunikasi dua arah yang 

diberikan. Tidak ada tanggapan mengenai pengaduan yang telah disampaikan. 

Laman akun resmi media sosial badan dan pemerintahan  serta kontak 

pengelola situs web telah tertera pada website akan tetapi tidak bisa untuk diakses. 

Hal ini menunjukkan bahwa konten dalam website pemerintah daerah  muaro 

jambi belum dapat dikatakan memenuhi unsur minimal dalam isi konten website 

sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Situs badan pemerintahan yang 

diterbitkan oleh oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) pada 

tahun 2017. 

Penelitan terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini yang 

pertama, Skripsi oleh Dessy Arsita dari Jurusan Ilmu  Komunikasi Fakultas Ilmu 

Sosial  Dan  Ilmu Politik  Universitas  Hasanuddin Tahun 2015, dengan judul 

“Transparansi Informasi Situs Web Pemerintah Daerah Di Sulawesi Selatan 

Sebagai Implementasi  Keterbukaan Informasi Publik”. Dalam penelitian 

tersebut membahas tentang Bagaimana eksistensi situs web resmi pemerintah 

daerah di provinsi Sulawesi Selatan sebagai media Keterbukaan Informasi Publik 

dan Bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik pada situs web resmi 

pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menyimpulkan 
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bahwa tidak ada situs pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang memenuhi 

seluruh indikator, sesuai dengan indikator yang ditetapkan pada penelitian ini.
7
 

Penelitan terdahulu yang kedua, Jurnal yang ditulis oleh Christopel Herman 

Kanter dari Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 

(BPPKI) Manado tahun 2015 dengan judul “Peran website Pemerintah Kota 

Manado Dalam Mendukung Terwujudnya Good Governance”. Dalam jurnal 

tersebut membahas tentang bagaimana peran website pemerintah kota Manado 

dalam mendukung terwujudnya Good Governance. Penelitian tersebut 

menghasilkan yaitu pada website Pemerintah Kota Manado walaupun dalam skala 

e-government masih pada tahap II atau Tahap Pematangan, telah menunjukkan 

perannya untuk mendukung tercapainya Good Governance. Walaupun belum 

maksimal, prinsip-prinsip good governance dapat dirasakan pengunjung website. 
8
 

Penelitan terdahulu yang ketiga, Skripsi oleh Yurisdictie c. Kharisma dari 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang tahun 2018, 

dengan judul ” Analisis Kualitas Website Pemerintah Daerah Pada Kota 

Sesumatera  Barat”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang Bagaimana 

kualitas website pemerintah daerah dari segi penilaian fitur, transparansi, 

akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi yang ada pada seluruh Kota Sumatera 

Barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penilaian kualitas website pemerintah 

                                                           
7
 Dessy Arsita“Transparansi Informasi Situs Web Pemerintah Daerah Di Sulawesi Selatan 

Sebagai Implementasi  Keterbukaan Informasi Publik” , Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Hasanuddin, 2015. 
8
 Christopel Herman Kanter, “Peran Website Pemerintah Kota Manado Dalam Mendukung 

Terwujudnya Good Governance,  Jurnal  Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik , Volume 19,  

Nomor  3. ( 2015). 
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daerah dari 6 kota di Sumatera Barat 5 diantaranya mendapatkan kategori 

penilaian Cukup Lengkap. 
9
 

Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian ini secara umum untuk 

melihat bagaimana kualitas isi website maupun pengelolaan website Pemerintah 

Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagai sarana keterbukaan informasi publik. 

Oleh karena itu Maka peneliti mengangkat Penelitian Mengenai “Implementasi 

Transparansi informasi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro 

Jambi ” 
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 Yurisdictie c. Kharisma, ” Analisis Kualitas Website Pemerintah Daerah Pada Kota 

Sesumatera  Barat”, Skripsi, Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang, 2018. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka , penyusun mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan kebijakan  E-Government dalam pengelolaan  

Website Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi ? 

2. Bagaimana Penerapan prinsip transaparansi  informasi pada website 

Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro jambi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitain ini : 

1. Untuk menjelaskan penerapan kebijakan E-government dalam pengelolaan  

Website Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis keberhasilan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Muaro Jambi dalam menerapkan prinsip transparansi pada 

website resmi Kabupaten Muaro Jambi . 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi 

informasi, sumber literatur kajian ilmiah, serta sumbangsih pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan serta teori yang sudah ada terutama yang 

berkaitan dengan bidang Ilmu Pemerintahan mengenai Implementasi 

Transparansi Informasi Website Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi peneliti, untuk mengaplikasikan teori yang di pelajari di bangku 

kuliah untuk di terapkan di masyarakat serta sebagai salah satu syarat 

dalam memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

b. Bagi almamater agar dapat berguna sebagai bacaan ilmiah dan 

sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk mengadakan penelitian 

lebih lanjut dan untuk memenuhi kewajiban akademis dan memberikan 

sumbangan pemikiran yang bersifat ilmiah. 

c. Bagi instansi terkait, untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan 

portal Website resmi Pemda Kabupaten sebagai sarana informasi dan 

komunikasi yang menjembatani hubungan antara pemerintah dengan 

masyarakatnya. 
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1.5 Landasan Teori  

1.5.1 Implementasi Kebijakan Publik 

Grindle memberikan pandangannya tentang implementasi dengan 

mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk 

suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan–tujuan kebijakan bisa 

direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena 

itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system” di 

mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai 

pada tujuan-tujuan yang diinginkan.
10

 

Menurut Grindle, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

implementasi kebijakan adalah “content” dan “context” dari kebijakan 

tersebut.
11

 

1) Content atau isi kebijakan, terdiri dari : 

(1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan ( Interest 

affected) 

(2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan (type of benefit), 

(3) Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change 

envisioned), 

(4) Kedudukan pembuat kebijakan (site of decision making), 

(5) Pelaksana program (program implementors), dan 

(6) Sumber daya yang dikerahkan (resources commited) 

 

                                                           
10

 kadji  Yulianto, formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan 

Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas , (Gorontalo:UNG Press.Anggota Ikapi, 2015). Hlm  59 
11

 Ibid Hlm. 60. 
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2) Context atau lingkungan kebijakan, terdiri dari : 

(1) Kekuasaan (power) 

(2) Kepentingan strategi aktor yang terlibat (interest strategies of    

actors involed, 

(3) Karateristik lembaga dan penguasa (institution and regime 

characteristic), dan 

(4) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (compliance and 

responsivnes) 

1.5.2 E-government 

Menurut Indrajit, E-Government adalah penggunaan tekhnologi 

informasi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk 

mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan 

pihak yang berkepentingan, dan dalam prakteknya E-Government adalah 

penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan 

penyediaan pelayanan publik agar lebih baik dan berorientasi pada 

masyarakat.
12

 

Indrajit dalam bukunya yang berjudul E-Government in Action 

Paling tidak ada 6 (enam) komponen penting yang harus diperhatikan 

dalam penerapan e-government, masing-masing diantaranya: 
13

 

                                                           
12

 Widodo, Nurjati, “ Pengembangan e-government di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka 

Mewujudkan Smart City ( studi di Pemerintah Daerah Kota Malang) “, Jurnal Ilmiah Administrasi 

Publik (JIAP), Volume 2 Nomor 4 (2016) . Hlm. 230. 
13

 Noviana Safitri, dkk,  “Kajian Faktor Sukses Implementasi E-government Studi kasus di 

Pemerintah  Kota Magelang”, Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 3 

(2019). Hlm. 24. 
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1) Content Development, menyangkut pengembangan aplikasi 

(perangkat  lunak), pemilihan standar teknis, penggunaan 

bahasa pemrograman,  spesifikasi system basis data, kesepakatan 

user interface, dan lain sebagainya; 

2) Competency Building, menyangkut pengadaan SDM, pelatihan dan 

pengembangan kompetensi maupun keahlian seluruh jajaran sumber 

daya manusia di berbagai lini pemerintahan; 

3) Connectivity, menyangkut ketersediaan infrastruktur komunikasi 

dan teknologi  informasi dilokasi dimana e-government diterapkan; 

4) Cyber Laws, menyangkut keberadaan kerangka dan perangkat 

hokum yang  telah diberlakukan terkait dengan seluk beluk 

aktivitas e-government; 

5) Citizen Interfaces, menyangkut pengadaan SDM dan 

pengembangan berbagai kanal akses (multi access channels) yang 

dapat dipergunakan oleh  seluruh masyarakat dan stakehoder e-

government dimana saja dan kapan  saja mereka inginkan; 

6) Capital, menyangkut pola permodalan proyek e-government yang 

dilakukan terutama berkaitan dengan biaya setelah proyek selesai 

dilakukan  seperti untuk keperluan pemeliharaan dan 

perkembangan, di sini tim harus  memikirkan jenis-jenis model 

pendapatan (revenue model) yang mungkin  untuk diterapkan di 

pemerintahan.  

 



16 
 

 
 

1.5.3 Transparansi Pemerintahan 

Bayu Dardias Kurniadi dalam Monograph Politics and Government 

menerjemahkan transparansi sebagai kondisi yang dapat „dilihat‟ atau 

„dideteksi‟.
14

 Dalam penyelenggaraan pemerintahan berarti adanya akses bagi 

para pemangku kepentingan untuk dapat „melihat‟ dan „mendeteksi‟ apa yang 

menjadi aktivitas pemerintahan. 

Menurut Kurniadi, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, 

ruang lingkup transparansi terdiri atas: (1) dokumen-dokumen publik, seperti 

APBD, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala 

Daerah, data dan dokumen lain yang tidak termasuk kategori rahasia negara; 

(2) aktivitas-aktivitas birokrasi, khususnya yang terkait dengan proses 

pembuatan kebijakan, mulai dari agenda setting, perumusan masalah, 

penentuan kebijakan, sampai pada tahap implementasi dan evaluasi. Selain 

itu juga menyangkut aktivitas dan prosedur pelayanan publik; (3) aktivitas-

aktivitas birokrasi yang terkait anggaran, dimana dalam anggaran terdapat 

mekanisme timbal balik hak dan kewajiban antara pemerintah dan warga 

masyarakat. Anggaran juga menjadi „teropong‟ untuk melihat apa saja yang 

dilakukan pemerintah dalam kurun waktu tertentu.
15

 

                                                           
14

 Bayu Dardias Kurniadi, dkk, Menuju Bekerjanya Tata Pemerintahan Lokal yang Baik: 

Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas, (Yogyakarta: JIP dan PLOD UGM, 2009).  Hlm. 37. 
15

  Ibid , Hlm. 45. 
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Untuk melihat tingkat transparansi dari suatu pemerintahan, 

menurut kurniadi secara umum ada 4 (empat) derajat transparansi:
16

 

1. Tertutup 

2. Manipulatif 

3. Isolatif 

4. Transparan 
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1.6 Kerangka Pikir 

    

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7  Metode Penelitian 

1.7 Metode Penelitian 

Penerapan E-government melalui situs website Pemerintah 

daerah muaro jambi  muarojambikab.go.id    

Grindle memberikan pandangannya tentang 

implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas 

implemantasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang 

memudahkan tujuan–tujuan kebijakan bisa direalisasikan 

sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Menurut 

Grindle, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

implementasi kebijakan adalah “content” dan “context” 

 

Menurut Indrajit ada 6  komponen penting yang harus  harus 

diperhatikan dalam penerapan E-government : 

1. Content Development  4. Cyber Laws 

2. Competency Building  5. Citizen Interfaces 

3. Connectivity   6. Capital 

 

Menurut kurniadi dkk, Dalam konteks penyelenggaraan 

pemerintahan, ruang lingkup transparansi terdiri atas: 

1. Dokumen-dokumen publik 

2. Aktivitas-aktivitas birokrasi, terkait dengan proses 

pembuatan kebijakan 

3. Aktivitas-aktivitas birokrasi yang terkait anggaran 

 

 Keterbukaan informasi publik terkait penyelenggaraan pemerintahan 

 Kemudahan dalam mengakses informasi yang aktual dan akurat 

 Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, keluhan dan saran  
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1.7  Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.
17

 Dalam konteks tersebut, metode penelitian 

merupakan serangkaian prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk 

memecahkan permasalahan di dalam proses penelitian ini. Sehingga selanjutnya 

hal ini menjadi suatu kesatuan yang utuh serta konsisten antara metode yang 

digunakan dengan teknik operasional selama melakukan penelitian di lapangan, 

mulai dari tahap pengumpulan data, instrumen penelitian yang diperlukan, hingga 

tahap analisis data.  

1.7.1 Jenis Penelitian 

Untuk menemukan jawaban permasalahan yang ada pada penelitian ini, 

jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif. Dimana 

peneliti terlibat langsung untuk mengamati, melihat, bahkan berinteraksi 

dengan partisipan sebagai subjek penelitian selama berlangsungnya proses 

penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
18
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R n D (Bandung : Alfabeta, 

2014), Hlm. 2. 
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 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014), 

Hlm. 6. 
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1.7.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan 

mengungkapkan keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan data-data 

dan informasi dari objek-objek yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di 

Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi. 

1.7.3 Fokus Penelitian 

Untuk membatasi studi dalam penelitian digunakan batasan masalah 

yang disebut dengan fokus penelitian, fokus penelitian mengungkapkan 

data yang akan dikumpulkan dan dalam pelaksanaannya biasa menambah 

dan menggeser penelitian. Fokus penelitian secara tersurat berisi mengenai 

definisi operasional yang digunakan dalam penelitian, dimana terdapat 

indakator-indikator (dimensi) penelitian. Secara langsung indikator-

indikator (dimensi) ini akan mampu menyaring berbagai informasi yang 

dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.
19

 

Adapun Fokus pada penelitian ini yaitu Implementasi Transparansi 

Informasi Pada Website Pemerintah Derah Kabupaten Muaro Jambi. 

1.7.4 Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni data 

primer dan data sekunder.  

a. Data Primer 

                                                           
19

  Marsudi W. Kisworo dan Iwan Sofana, Menulis Karya Ilmiah,(Bandung : Informatika 

Bandung, 2017), Hlm. 255. 
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Merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung 

dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (responden atau 

informan, melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang 

dilakukan sendiri oleh peneliti.
20

 Adapun sumber sumber data primer 

yang digunakan oleh peneliti adalah berdasarkan hasil wawancara yang 

berupa catatan lapangan serta hasil observasi berupa pengamatan 

berdasarkan panca indra peneliti sendiri mengenai Implementasi 

Transparansi Informasi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten 

Muaro Jambi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari 

sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi bukan 

orang pertama yang mengumpulkan data. Peneliti memanfaatkan data 

yang telah dikumpulkan pihak lain. Sumber data ini dapat diperoleh 

dari bahan-bahan kepustakaan, yang berupa dokumen-dokumen kantor, 

buku, jurnal, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan 

permasalahan peneliti. 

1.7.5 Teknik Penentuan Informan 

Dalam upaya untuk mendapat data yang valid maka peneliti 

memilih informan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dan 

dengan metode purposive sampling , adapun informan yang akan 

diteliti adalah sebagai berikut:  
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  Nanang  Martono,  Metode Penelitian Sosial, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 

2016), Hlm. 65. 
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a) Kepala Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten 

Muaro Jambi 

b) Pegawai Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten 

Muaro Jambi yang membidangi pengelolaan Website Pemda 

Kabupaten Muaro jambi  

c) LSM sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam jaringan pelaksana 

transparansi. 

d) Mashasiswa yang pernah mengunjungi situs website pemerintah 

daerah kabupaten muaro jambi. 

Tidak menutup kemungkinan bahwa selama berlangsungnya proses 

penelitian, peneliti juga menggunakan teknik snowball sampling yaitu 

bertambahnya informan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan penelitian. 

Teknik ini digunakan untuk mengantisipasi apabila selama proses 

penelitian berlangsung, peneliti tidak mendapatkan informasi yang jelas 

dari informan dari teknik purposive sampling. 

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang 

diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. 

Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh panca 

indra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang di bantu 

melalui media visual\audiovisual.  Dengan demikian pengertian 
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observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung 

terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, 

konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data 

penelitian.
21

 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung 

melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam 

penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin 

mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari 

informan.
22

 

Tabel 1.2 

Daftar informan utama penelitian 

NO NAMA JABATAN 

1. M. Ridwan, SP Sekretaris DISKOMINFO 

2. Zuhri, SE 

Kabid Informasi dan Komunikasi 

Publik 

3. Febri Oktavian, S.Pt 

Admin Website Kabupaten Muaro 

Jambi 

4. Jeki Santoso Wakil Ketua ASHWAJA 

5. Galuh Tahta Suhada Ketua IMMJ 
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 Djama‟an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : 

Alfabeta, 2017).  Hlm. 105. 
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c. Dokumentasi 

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-

data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu di telaah 

secara intens sehingga dapat mendukung  dan menambah 

kepercayaan dan  pembuktian suatu kejadian.
23

 

 17.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif dapat dipandang sebagai sebuah peroses , dan 

juga dipandang sebagai  penjelasan tentang komponen-komponen yang 

perlu  ada dalam sesuatu analisis data. Maka dalam konteks keduanya 

analisis data adalah proses mencari, dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyususn kedalam pola, memilih 

mana yang penting dan mana yang akan dipelajari , dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Selama di lapangan model analisis data yang akan digunakan  yaitu 

model analisis data oleh Miles and Huberman yang terdiri atas: 

1. Reduksi Data (Reduction) 

Ketika peneliti mulai melakukan kegiatan penelitian tentu saja 

akan mendapatkan data yang begitu banyak, relatif beragam dan 

rumit. Untuk itu  perlu di lakukan analisis data melalui reduksi data. 
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Data yang di peroleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang 

terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh 

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, di fokuskan pada 

hal-hal yang penting. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif, dapat 

dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan 

sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa berbentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori. Biasanya yang paling 

sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks naratif. Adapun fungsi penyajian data selain 

untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di 

pahami. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ialah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diduga masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat  yang akan mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya.  Apabila kesimpulan pada tahap awal didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka dapat dikatakan kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.  
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1.7.8 Keabsahan Data 

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi yaitu kombinasi berbagai sumber data, tenaga peneliti, teori 

dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atau gejala social. 

Adapun triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi data, yaitu triangulasi yang dilakukan dengan memanfaatkan 

beberapa sumber informasi yang berbeda untuk menguji kebenaran data 

mengenai fenomena atau gejala sosial tertentu yang sedang diteliti. 

Triangulasi ini adalah yang paling populer dikalangan peneliti karena 

dianggap sebagai teknik yang paling mudah diterapkan. Triangulasi ini 

dapat diterapkan dengan mengecek kebenaran data dengan memanfaatkan 

dokumen yang ada.
24
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